
  

  

 
 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 

NOMOR 22 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG 
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, 

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN 

KONSUMSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA BARAT,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan 

standar biaya perjalanan dinas, sewa 
mobilitas/transportasi darat maka perlu dilakukan 

penyesuaian dengan ketentuan yang ada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, 

Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, 
Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak 
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

018/PUU-I/2003; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 



  

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 



  

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor           

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua 

Barat Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor      
13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Pupua Barat Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 

2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 

Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Papua Barat Nomor 66); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 
2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 



  

Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua 

Barat Nomor 67); 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi 

Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa 
Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Papua Barat; 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 

TAHUN 2013  TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN 
DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN 
PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT 

DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI PAPUA BARAT . 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, 
Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

(2)  Ketentuan   pesawat untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, 

dan Staf kelas ekonomi, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan 
DPRPB/MRPB, Pejabat Eselon I kelas bisnis. 

(3) Ketentuan Kapal Laut untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, 
dan Staf maksimal kelas I, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan 
DPRPB/MRPB, dan Pejabat Eselon I kelas Eksekutif/VIP. 

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur angka romawi I nomor 1) titik 7, titik 11, 

dan titik 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner  Rp.   400.000,00 

 Eselon I, Wakil Ketua DPRPB/MRPB    Rp.  600.000,00 

 Wakil Gubernur, Ketua DPRPB/MRPB   Rp.   900.000,00 

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur angka romawi I nomor 2) titik 7, titik 11, 

dan titik 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner  Rp.1.350.000,00 

 Eselon I, Wakil Ketua DPRPB/MRPB      Rp.1.700.000,00 

 Wakil Gubernur, Ketua DPRPB/MRPB   Rp.6.000.000,00 

 

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur angka romawi I nomor 3) titik 7, titik 11, 

dan titik 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner Rp.2.000.000,00 

 Eselon I, Wakil Ketua DPRPB/MRPB        Rp.2.750.000,00 



  

 Wakil Gubernur, Ketua DPRPB/MRPB  Rp.9.000.000,00 

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur angka romawi V huruf b   ditambah nomor 

7) dan nomor 8), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 Manokwari –  Kabupaten Pegunungan Arfak Rp.1.000.000,00 (pp) 

 Manokwari – Kabupaten Manokwari Selatan Rp.   750.000,00 (pp) 

6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur angka romawi VI, antara nomor 8) 

Kabupaten Fakfak dan nomor 9) Kabupaten Tambrauw ditambah 1 nomor, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 Kabupaten Fakfak  Rp. 1.000.000/hari 

 Kabupaten Kaimana Rp. 1.000.000/hari 

 Kabupaten Tambrauw Rp. 1.000.000/hari 

 Kabupaten Maybrat Rp. 1.000.000/hari 

 Kota Sorong Rp.    750.000/hari 

 Kabupaten Manokwari Selatan  Rp.    750.000/hari 

 Kabupaten Pegunungan Arfak Rp.    750.000/hari  

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 

 

Ditetapkan  di  Manokwari 
pada tanggal   13 Desember 2013   
 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 
 

CAP/TTD 

 
ABRAHAM O. ATURURI 

Diundangkan di Manokwari 
pada tanggal 13 Desember 2013   
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI PAPUA BARAT, 

 
CAP/TTD 

ISHAK L. HALLATU 

 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 19.A 

            Untuk salinan yang sah sesuai aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
 
 

WAFIK WURYANTO 
Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19570830 198203 1 005 
 


